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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, suatu 

republik kerakyatan yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa dengan 

semboyan “dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat“. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945 dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara 

hukum.
1
 Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV ditegaskan mengenai tujuan 

negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2
 Negara hukum secara 

sederhana ialah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya 

didasarkan atas hukum.
3
  

Negara hukum itu bisa diartikan sebagai Negara dimana tindakan 

pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum. Hal ini penting untuk 

mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan 

rakyat menurut kehendaknya sendiri. Sebagai unsur-unsur yang klasik, yang 

dipakai dalam Negara hukum yaitu diakuinya adanya hak-hak asasi yang harus 

dilindungi oleh pihak penguasa dan sebagai jaminannya ialah diadakan pembagian 

kekuasaan, termasuk hak dan kewajiban. 

                                                             
1
  Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2009), 

2
  Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3
 Mustafa Kamal Pasha, Pancasila dalam tinjauan Historis dan Filosofis., (Yogyakarta, Citra 

Karsa Mandiri, 2003). hal 3 
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Dari segi operasional, khususnya untuk melaksanakan hukum yang telah 

diterima oleh rakyat diperlukan pejabat-pejabat atau penguasa, akan tetapi para 

pejabat atau penguasa ini tidak dapat berbuat apa-apa jika kepada mereka itu 

dibatasi oleh bidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, ciri-ciri khas bagi 

suatu negara adalah:
4
 

1. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. 

2.  Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuasaan 

lain dan tidak memihak. 

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.  

Sesuai dengan uraian di atas, maka pengertian Negara hukum itu sendiri 

adalah suatu negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi. 

Cara melindungi hak-hak asasi manusia adalah sudah memasuki lapangan umum 

administrasi, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum acara 

perdata, dan sebagainya.  

Dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur itu ditambah dengan dua 

unsur baru sehingga kini Negara hukum mempunyai empat unsur yaitu: 

1. Hak-hak asasi 

2. Pembagian kekuasaan 

3. Adanya Undang-undang bagi tindakan pemerintah 

4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.
5
 

                                                             
4
 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, ilmu Negara (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008), 

hal.135-136. 
5
 Ibid, hal.92 
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Menurut A.V. Dicey prinsip “rule of law” yang berkembang di negara-

negara penganut demokrasi dan nomokrasi, berkembang menjadi “Government of 

law, and not of man”, yang artinya sama yaitu bahwa kekuasaan itu tidak 

bersumber pada seorang manusia pribadi, melainkan bersumber pada hukum.
6
 

Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kadualatan hukum adalah 

“rule of law” menurut paham Dicey. Unsur dari rule of law adalah: 

1. Equality before the law, artinya setiap manusia mempunyai 

kedudukan hukum yang  sama dan mendapatkan perlakuan yang 

sama. 

2. Suspremacy of law, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. 

3. Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.  

Terkait dengan hak asasi, hal ini di dasarkan pada pengaruh ajaran John 

Locke yang berpendapat bahwa pemerintahan harus melindungi hak-hak asasi 

rakyat dan karena itu hak-hak asasi itu dicantumkan dalam undang-undang dasar.
7
 

Negara hukum atau Rechstssaat mempunyai dua belas prinsip pokok, yang 

merupakan pilar-pilar utama yaitu :
8
 

1. Supremasi Hukum 

2. Persamaan dalam Hukum 

3. Asas Legalitas 

4. Pembatasan Kekuasaan 

5. Organ-organ Eksekutif Independen 

                                                             
6
  Ibid, hal.94 

7
 A.V Dicey, An Introduction to the Law of Constitution,Bab 4, “the rule-its nature and General 

Applications”, hal.183. 
8
 H.F Abraham, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, ( Jakarta, Rajawali Press, 2005), hal.89 
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6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak 

7. Peradilan Tata Usaha Negara 

8. Peradilan Tata Negara 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia 

10. Bersifat Demokrasi 

11. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara 

12. Transparansi dan Kontrol Sosial 

Sejak dimulainya pemerintahan Orde Baru pada akhir tahun 1960, 

berbagai upaya telah dilakukan guna mewujudkan perekonomian yang stabil dan 

dinamis. Kondisi perekonomian demikian merupakan syarat-syarat mutlak untuk  

melaksanakan  pembangunan nasional. Dengan terlaksananya pembangunan, 

maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selain itu, stabilnya perekonomian  

nasional akan menstabilkan inflasi, monoter, fiskal, serta berbagai kebijakan 

ekonomi lainnya guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan kegiatan lainnya 

yang berhubungan dengan kegiatan nasional.
9
 

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses perubahan 

yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang 

dikehendaki, baik oleh pemerintah yang  menjadi pelopor masyarakat. Menurut 

TAP MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN tahun 1993-1998 dijelaskan  tentang  

hakekat pembangunan  nasional, yaitu  pembangunan manusia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, 

tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Menurut GBHN tahun 1999-2004 

                                                             
9
 Irdam Ahmad dan Ilyas Saad, Kajian Implementasi Kebijakan Trilogi Pembangunan di 

Indonesia, (Jakarta, Stekpi, 2006), hal 9 
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tujuan pembangunan nasional “mewujudkan kehidupan yang demokrasi, 

berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum 

dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, 

bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun kedepan.  Untuk itu, 

kebutuhan masyarakat di suatu  negara semakin lama semakin meningkat, baik 

dalam jumlah, jenis maupun kualitas. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, suatu 

negara harus tumbuh dan berkembang atau harus melakukan pembangunan 

ekonomi. Pembangunan tidak hanya menyangkut  hal-hal fisik semata, namun 

juga harus menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik/mental.
10

 Idealnya, 

pembangunan harus meliputi seluruh bidang kehidupan  masyarakat, karena 

pembangunan adalah: 

“Multidimensional process involving major changes in social 

structures, popular attitudes, and national institutions, as well as the 

acceleration of economic growth, the reduction of the inequality, and the 

eradication of absolute poverty”
11

 

 

Oleh karena itu, tujuan pembangunan adalah: 

1. Meningkatkan ketersediaan dan perluasan distribusi barang kebutuhan 

pokok (basic life-sustaining goods) seperti pangan, sandang, papan dan 

kesehatan. 

2. Meningkatkan taraf hidup (level of living), termasuk peningkatan 

pendapatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih 

baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

(self-esteem). 

                                                             
10    Ibid. 
11

   Todaro, Economic Development In the Third World. Edisi ke-4, (London, Longman, 1989), dan 

Jhingan, The Economics of  Development and Planing, (New Delhi, Vicas Publising House 

LTD,1990). hal 80 
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3. Memperluas jangkauan ketersediaan kebutuhan individu dan 

masyarakat melalui perbaikan dalam pola kerja dan menghindarkan 

masyarakat dari tekanan dan kesengsaraan hidup. 

Secara sederhana, pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses 

terjadinya peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB). Lebih jauh,  pembangunan 

ekonomi harus mampu mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketidakmerataan 

dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.
12

 

Laju pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor 

ekonomi maupun non-ekonomi. Termasuk di dalam faktor sumber daya alam, 

akumulasi modal, perlengkapan fisik, sumber daya manusia, pertumbuhan 

penduduk, kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan 

yang termasuk dalam faktor non-ekonomi adalah faktor sosial dan budaya, faktor 

manusia dan politik serta administratif.
13

 Dudleey Seer dalam Todaro 

merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan sebagai berikut: 

1. Tingkat ketimpangan pendapatan 

2. Penurunan jumlah kemiskinan 

3. Penurunan pengangguran 

Ketiga ukuran keberhasilan diatas meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berarti menurunnya kemiskinan.
14

 

 

                                                             
12

 Ibid. 
13

 Ibid,  hal 85-98. 
14

 Amir, Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap  Pengangguran, (Jakarta: Pusaka, 

2007), hal.147. 
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Sasaran umum pembangunan ekonomi di Indonesia dinyatakan dalam 

Trilogi pembangunan, yang prioritasnya disesuaikan dengan kondisi 

perekonomian saat ini. Trilogi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, 

stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Guna mencapai sasaran tersebut, 

pemerintah Orde Baru telah menyusun rencana pembangunan ekonomi secara 

bertahap, disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.  

Sasarannya adalah menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia 

untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, yang pelaksanaannya 

dititikberatkan pada bidang ekonomi. Sasaran pembangunan bidang ekonomi 

adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi 

yang seimbang, yaitu kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang 

didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.
15

 

Hingga saat ini, pembangunan ekonomi di Indonesia masih terjadi 

kontroversi antara mana yang lebih dahulu dilakukan dan dicapai. pertumbuhan 

ekonomi atau pemerataan pembangunan. Ekonomi Indonesia dinilai terus 

menguat, Bank Dunia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tahun 2017 sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dinilai menjadi 

pendorong utama. Dalam pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) kondisi perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

baik. Perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis 

ekonomi dan finansial. Di Indonesia korupsi dan kemiskinan tetap menjadi 

masalah, namun beberapa tahun SBY telah berhasil menciptakan kestabilan 

                                                             
15

  Irdam Ahmad dan Ilyas Saad, Kajian Implementasi Kebijakan Trilogi Pembangunan di 

Indonesia, (Jakarta, Stekpi, 2006), hal.11. 
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politik dan ekonomi di Indonesia. Keberhasilan pemerintah SBY yang dilakukan 

adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM). Kebijakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang 

membutuhkan, kebijakan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.
16

 

 Lain tahun  dengan  pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengklaim 

memfokuskan progam pada pemerataan yang berkeadilan. Setidaknya ada empat 

aspek pemerataan yang  dilakukan  ialah: 

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Hal ini 

dilakukan untuk  memperbesar ekonomi yang hendak dibagi secara 

adil. 

2. Pengatasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Hal ini perlu untuk 

mengatasi ketimpangan sosial. 

3. Pemerataan yang berkeadilan dalam aspek kewilayahan. 

4. Pemerataan yang berkeadilan dalam aspek politik hukum keamanan 

dan kebudayaan.  

Kondisi ekonomi Indonesia terus menujukkan perbaikan, Hal itu 

ditunjukkan dari berbagai indikator ekonomi seperti kemiskinan yang menurun, 

pertumbuhan ekonomi yang stabil. Inflasi terkendali, pengangguran juga 

menurun.
17

 Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang seiring zaman 

perdaganganpun ikut berkembang, Alat tukar menukar sekarangpun sudah 

                                                             
16

 Diakses melalui: https://www.kompasiana.com/moh-khairi/kondisi-ekonomi-di-masa-

sby_54f76e29a33311062e8b4811. Pada tanggal 27 February 2018 pukul 19:24. 
17

  Diakses melalui: www.metrotvnews.com/amp/zNPvE3AK-melihat-peta-3-tahun-pemerintahan-

jowoki-jk.   Pada tanggal 27 February  2018 pukul 20.01. 

https://www.kompasiana.com/moh-khairi/kondisi-ekonomi-di-masa-sby_54f76e29a33311062e8b4811
https://www.kompasiana.com/moh-khairi/kondisi-ekonomi-di-masa-sby_54f76e29a33311062e8b4811
http://www.metrotvnews.com/amp/zNPvE3AK-melihat-peta-3-tahun-pemerintahan-jowoki-jk
http://www.metrotvnews.com/amp/zNPvE3AK-melihat-peta-3-tahun-pemerintahan-jowoki-jk
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menggunakan uang dan tidak lagi menggunakan sistem barter. Dalam 

perkembangan yang amat pesat dalam bidang komunikasi yang mudah keluar 

masuknya informasi, Hal ini juga sangat berpengaruh dalam kemajuan 

pembangunan ekonomi.  

Disamping kemajuan perdagangan dalam pembangunan ekonomi, 

pengertian perdagangan atau sering disebut dengan kegiatan pertukaran adalah 

tukar menukar dengan sukarela. Sukarela berarti tidak ada paksaan. Perdagangan 

juga dikatakan bila diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
18

  

Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam negeri saja melainkan perdagangan 

dengan negara-negara lain, seperti dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang 

sangat menyukai rempah-rempah dan hasil bumi yang lain yang berasal dari 

Indonesia. Selanjutnya perdagangan internasional dapat diartikan petukaran 

barang-barang melalui lintas batas kekuasaan suatu negara atau bangsa. 

Perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah 

kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri keluar negeri. Sedangkan 

impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. 

Peran perdagangan internasional sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi.  

Harus diakui, perdagangan barang dan jasa di Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Seiring dengan itu, 

pertumbuhan ekonomi nasional pun semakin meningkat. Dalam perdagangan 

barang atau jasa, merek menyatakan salah satu bentuk karya intelektual yang 

memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang 

                                                             
18

 Boediono, Ekonomi Makro, Edisi-4, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hal.10. 
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atau jasa tersebut. Merek bukan lagi suatu kata yang hanya dihubungkan dengan 

produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi 

sudah merupakan suatu proses dan strategi bisnis. 

Merek memiliki nilai yang penting bagi produsen maupun konsumen. Bagi 

produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan 

lain yang sejenis, juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi 

konsumen, merek juga digunakan untuk mempermudah pengindentifikasian. 

Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, 

cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan 

berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas 

produknya, dan lain-lain, sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin 

nyata.
19

 

Fungsi suatu merek pada prinsipnya tidak saja memungkinkan konsumen 

menentukan pilihan suatu produk barang maupun jasa tetapi juga menggerakan 

roda perkonomian dan mensejahterakan produsen dalam melaksanakan kegiatan 

usaha, menjamin mutu penggunaan barang atau jasa berkelanjutan sesuai 

kebutuhan maupun keinginan konsumen serta strategi dalam manajemen 

penjualan. Dengan hanya melihat merek apa yang terdapat di pasar, maka dapat 

kita sadari bahwa banyak hal yang telah dipengaruhi oleh merek, terutama 

terhadap peningkatan nilai jual maupun kualitas suatu barang, jasa atau hasil 

produk teknologi.  

                                                             
19

 Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal.78.   
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Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, sistem 

hukum Intellectual Property Rights (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi hak 

milik intelektual, kemudian menjadi hak atas kekayaan intelektual. Istilah yang 

umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat 

HKI. Pada dasarnya HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada 

seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam 

menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki 

atau diciptakan.
20

 HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. 

Hak kekayaan intelektual dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi 

atau bernilai mahal. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa karya intelektual 

yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya.  

Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki 

nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya dan hal tersebut dapat 

terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri tertentu.Nilai 

tinggi atau mahal dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut dimata 

konsumen.
21

 HKI memiliki ruang lingkup dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual 

yang dilindungi. Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak 

Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari Paten, Merek, Indikasi 

Geografis (indikasi sumber atau indikasi asal), Desain Industri, Rahasia Dagang, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. 

                                                             
20   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang  Merek, Pasal 3. 
21

   Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (PT Citra Aditya 

Bakti, 2007).  hal 10 
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Merek sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan 

dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek 

merupakan pengindifikasian asal (an indicication of origin) dan suatu ciri 

pembeda (a distinctive character) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan 

barang dan/atau jasa perusahaan lain. Maka dari itu merek harus memiliki daya 

pembeda agar dapat dilindungi secara hukum oleh negara.
22

 Merek selain 

memiliki daya pembeda, merek juga harus tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan tidak menjadi milik umum merek tersebut. 

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui 

merek, pengusaha dapat menjaga kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari perusahaan lain yang 

bermaksud membonceng reputasinya. Peranan merek menjadi lebih penting di era 

global, terutama dalam menjaga persaingan sehat. Perlindungan diberikan bukan 

karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam 

kegiatan perdagangan, namun produk yang dihasilkan oleh produsen dapat 

diidentifikasikan berdasarkan sumber asalnya.
23

 

Pelanggaran terhadap Hak Merek pada umumnya didasarkan pada 

motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru 

atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari setiap 

undang-undang, termasuk UU yang mengatur merek pasti mengatur tentang  

ketentuan mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggaran Hak merek. Ketentuan yang 

                                                             
22

   Ibid. 
23

   Rahmi Jened, Diktat Hukum Merek, (Surabaya: FH Unair, Surabaya, 1997), hal 4-6.  
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mengatur dapat bersifat pidana, perdata ataupun administrasi, bahkan bisa pula 

tindakan pencegahan lain bersifat non-yuridis, seperti berikut:  

1. Persaingan tidak jujur  

Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena 

undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan 

yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur dapat digolongkan 

suatu tindakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 382 bis KUHPidana, 

2. Penanganan melalui hukum perdata 

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan 

melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Gugatan bersifat 

keperdataan, tidak bisa dibungkam dengan permohonan pembatalan merek 

sebab upaya hukumnya tunduk pada hukum acara perdata.  

3. Penanganan melalui hukum pidana 

a. Sanksi Pidana 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 

perbuatan yang dilarang terkait dengan merek, diantaranya, 

diatur dalam Pasal 252-262 KUHP. Sanksi pidana terhadap 

suatu tindakan yang melanggar hak seseorang di bidang merek 

selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan 

perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam 

ketentuan pada KUH Pidana Pasal 393. 
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b. Penyidikan Tindak Pidana merek 

Ketentuan ini diatur dalam Bab XIII pasal 89 Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, intinya penyidikan atas 

tindakan merek selain oleh penyidik pejabat polisi negara, juga 

dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk 

dan diberikan wewenang khusus sebagai penyidik, sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

4. Penanganan melalui Administrasi Negara 

a. Penanganan oleh Pabean 

Konvensi Paris dalam pasal 9 memiat ketentuan yang 

memungkinkan barang-barang yamg memakai merek dagang 

secara tidak sah yang dimiliki warga negara peserta konvensi 

paris bisa disita waktu diimpor masuk ke negara peserta lain. 

b. Penanganan oleh Badan Standar Industri 

Yaitu barang-barang yang memakai merek yang tidak sah dapat 

diduga tidak memenuhi persyaratan standar industri yang 

ditentukan, baik kompisisi maupun kualitas. 

5. Pengertian action for passing off 

Passing off adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui 

jalan pintas dengan segala cara dan dalih, baik dengan melanggar etika 

bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan 

mendompleng secara meniru atau mirip-miripkan pada kepunyaan pihak 
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lain yang memiliki reputasi baik. Cara mereplikasi tersebut dapat terjadi 

pada bidang merek, paten, desain industri ataupun hak cipta. Tindakan 

yang dikenal dengan passing off tersebut tindakan bisa ditanggulangi 

melalui hukum pada bidang tersebut karena peniruan atau tindakan 

pemboncengan reputasi suatu hak tidaklah secara terperinci.
24

 

Namun perdagangan barang dan jasa, sering ditemui kecurangan-

kecurangan yang tampak jelas di mata masyarakat, salah satunya yaitu pemalsuan 

merek. Merek yang sudah dikenal oleh kalangan masyarakat luas ditiru tanpa izin 

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi memperoleh keuntungan. 

Misalnya saja merek dagang untuk sepatu, baju, parfum, barang elektronik, 

sampai dengan makanan. 

Pemalsuan terhadap merek yang sudah dikenal tentunya akan sangat 

merugikan pihak pemilik merek karena akan mengurangi pendapatan dan 

merupakan pencurian ide seseorang/beberapa orang yang diperoleh dan dibuat 

dari hasil pemikiran yang tidak bisa dikatakan mudah. Hal ini bisa dikatakan 

merupakan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan pihak pemalsuan 

merek terhadap pemilik merek. 

Pemalsuan merek dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena 

dapat menyebabkan pelaku usaha yang dilakukan dengan cara melawan hak, yaitu 

tanpa izin, yang jelas merugikan pihak pemilik merek baik secara materill maupun 

immaterial. Perdagangan merek palsu sampai saat ini masih banyak ditemui di 

pusat perdangangan seperti mall, pertokoan, pasar tradisional bahkan pada 

                                                             
24

   Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2014), hal. 268-280. 
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pedagang-pedagang kaki lima. Mereka memperdagangkan barang-barang dengan 

merek palsu tersebut dengan tidak merasa takut dan  ragu. Mungkin mereka tidak 

mengerti bahwa pemalsuan merek itu dilarang, atau bisa saja mereka tahu tetapi 

tidak peduli, sepertinya juga pemerintah belum tanggap mengetahui perdagangan 

merek-merek palsu tersebut. 

Undang-undang tentang merek yang berlaku saat ini adalah UU No. 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelum undang-undang ini 

diberlakukan pada tanggal 25 November 2016, Indonesia sudah mempunyai 

undang-undang khusus mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1961 Tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1997 Tentang Merek. Kemudian pengaturan mengenai merek berubah lagi 

menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada tahun 2016 

dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih 

terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan 

masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin 

pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. 

Tujuannya untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian 

hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi 

perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu 
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peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang 

lebih memadai.
25

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 terdapat perluasan merek yang dapat 

didaftarkan. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi autentik tentang merek di 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 sebagai 

berikut: “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut 

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan 

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” 
26

 

Dari definisi tersebut kini merek telah berkembang dan tidak hanya 

melindungi tanda yang berupa gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna 

yang memiliki daya pembeda tetapi juga pengaturan merek di Indonesia mulai 

mengenal dan melindungi merek Non-Tradisional. Konsep merek Non-

Tradisional memiliki beberapa contoh seperti bau (fragrance), suara (sound), 

nama domain (domain name), gambar bergerak (moving image), tanda sentuhan 

(touch marks), bentuk bangunan (building shapes), bentuk tiga dimensi (three-

dimensional marks), dan hologram.Konsep merek Non-Tradisional tersebut sudah 

banyak dikenal di negara-negara lain seperti di Negara Amerika Serikat, Jepang, 

dan Singapura. Konsep merek Non-Tradisional tersebut juga telah memiliki 

bentuk perlindungan berdasarkan hukum masing-masing negara. Di Indonesia 

merek Non-Tradisional ini masih tergolong baru dan mulai mengenal serta 

                                                             
25

  Undang Undang Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
26

  Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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mengatur merek Non-Tradisional tersebut  dalam UU No. 20 Tahun 2016. Jika 

dibandingkan dengan negara lain dalam hal merek non-tradisional, bisa dikatakan 

bahwa Indonesia agak terlambat mengatur hal tersebut. 

Berbeda dengan perlindungan merek dalam UU No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek yang hanya melindungi Merek Konvensional atau yang juga dapat 

disebut sebagai Merek Tradisional. Merek Tradisional tersebut merupakan merek 

yang mencakup segala tanda, label, tiket, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi 

dari hal tersebut.
27

 Sedangkan, di dalam UU No.20 Tahun 2016 terdapat 

perkembangan di bidang merek yaitu dengan munculnya pelindungan terhadap 

tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek Non-Tradisional. Merek Non-

Tradisional atau yang dapat disebut juga dengan Merek Non-Konvensional ini 

mencakup Merek suara, Merek tiga dimensi, dan Merek hologram.
28

  

Hak atas merek merupakan suatu hak khusus berdasarkan Undang-undang 

yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar 

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
29

 

Adapun beberapa contoh kasus perkara merek seperti: 

1. Kasus Pierre Cardin 

Pierre Cardin adalah seorang perancang busana terkenal asal 

Perancis yang menggunakan namanya dalam berbagai macam produk 

busana. Tim hukumnya pernah mengajukan gugatan merek melawan 

                                                             
27

 V.K Ahuja, Non-Traditional Trade Marks: New Dimension Of Trade Marks Law (Europe: 

Sweet & Maxwell Limited and Contributors, 2010), hal 1. 
28

  Ibid. 
29

  Indonesia, Undang-undang, op-cit. Pasal 1 angka 1. 
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Alexanter Satryo Wibowo yang merupakan pengusaha lokal asal 

Indonesia. Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menolak 

gugatan yang dilayangkan oleh Pierre Cardin. Salah satu alasannya adalah 

majelis hakim mengakui adanya merek Pierre Cardin milik Alexander 

yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada 29 Juli 1977. 

Tidak berhenti sampai disitu, Pierre Cardin melanjutkan perkara 

tersebut sampai tingkat Kasasi. Namun, upaya ini lagi-lagi kandas. Hal ini 

ditegaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara 

Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa Alexander sebagai pemilik merek 

Pierre Cardin lokal memiliki pembeda dalam produknya. 

“Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-

kata Product by PT. Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping 

keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian 

menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng 

keterkenalan merk lain,” demikian kutipan pertimbangan majelis kasasi. 

2. Kasus Lexus 

Merek Lexus dari Toyota Motor Corporation, perusahaan yang 

sudah berdiri sejak 28 Agustus 1937, juga pernah menjadi objek sengketa 

di pengadilan. Kasus ini berawal ketika pemilik merek Lexus mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

melawan ProLexus yang merupakan perusahaan milik lokal. Lexus 

sebagai Penggugat meminta agar pendaftaran merek ProLexus dapat 

dibatalkan karena dianggap telah melakukan itikad tidak baik, yaitu 
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menggunakan nama ProLexus dengan tujuan untuk ‘membonceng’ nama 

yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. 

Selain itu, dalam gugatannya, pihak Lexus mengatakan bahwa hal 

tersebut dapat menimbulkan kerancuan yang nantinya menyebabkan 

masyarakat berpendapat kalau antara Lexus dan ProLexus memiliki 

keterkaitan di bidang usaha. Akan tetapi, Majelis hakim memenangkan 

pihak ProLexus, baik pada tingkat pertama dan juga pada tingkat kasasi. 

Pada saat pemiliki merek Lexus kembali mengajukan permohonan 

kasasi, pihak lawan, ProLexus mengajukan keberatan yang diantaranya 

menyebutkan bahwa kurangnya pihak yang disebut dalam 

gugatan. “Bahwa sejatinya, suatu gugatan haruslah lengkap pihak-

pihaknya. Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat a quo tidak menarik 

Direktorat Merek sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat meskipun secara 

faktual kedudukan Direktorat Merek sangat penting sebagaimana telah 

diuraikan dalam surat gugatan Penggugat sendiri pada posita poin 12, 13 

serta petitum point 5 dan 6, maka praktis menjadikan gugatan Penggugat a 

quo menjadi kurang pihak,” demikian isi dari eksepsi yang termuat dalam 

Perkara Nomor 450 K Pdt.Sus-HKI/2014. 

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan keberatan yang 

diajukan oleh pihak ProLexus bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu 

atau daluwarsa. Hal tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh 

pemegang merek Lexus sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 

03 Desember 2013, sedangkan merek ProLexus sebagai merek sepatu atau 
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sandal yang sudah didaftarkan sejak 29 September 2000. Sehingga dalam 

putusan tersebut, majelis hakim menyatakan dapat mengabulkan keberatan 

yang diajukan oleh pihak ProLexus dalam hal kurangnya pihak dan juga 

batas waktu atau daluwarsa.  

“Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 

sepanjang mengenai daluwarsa dan kekurangan pihak,” demikian kutipan 

dari putusan tersebut. 

3. Kasus IKEA 

          Satu lagi merek yang cukup ramai diperbincangkan adalah perkara 

antara Inter IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda 

melawan IKEA milik lokal. Dalam putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-

HKI/2015, majelis hakim memenangkan pihak IKEA lokal yang berasal 

dari Surabaya. Hakim menyatakan bahwa majelis hakim dalam pengadilan 

tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. “Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak 

salah menerapkan hukum,” demikian kutipan dalam putusan tersebut. 

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang 

berlaku saat itu), dimana merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya 

selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum 

Merek, Hal mana telah terbukti dengan adanya perkara a quo yaitu bahwa 

sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas 

barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing telah 
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tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 

merek dagang tersebut terdaftar pada Direktorat Merek. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat banyak permasalahan-

permasalahan yang perlu dibahas terkait pemalsuan merek, oleh sebab itu 

perlunya melakukan penelitian yang lebih dalam dan dapat dilihat dari 

kasus nyata, terkait masalah ini pemalsuan merek dengan Nomor perkara 

2035K/Pid.Sus./2010 dimana senter TIGER HEAD. Pada tahun 2001 

bertempatan di kota Surabaya, Terdakwa HALIM SUTJIPTO LIEM 

selaku Direktur/pemilik PT. SANYU PRIMA ABADI telah dengan 

sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada 

keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang 

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Terdakwa 

bergerak dibidang penjualan barang kelontong disamping itu Terdakwa 

juga memperdagangkan senter merek TIGER HEAD yang didapatkan 

dengan cara membeli dari PT. ARMADA BINTANG LIBRA Medan dan 

juga impor dari Cina. Terdakwa telah memperdagangkan merek TIGER 

HEAD dengan jenis barang senter dengan harga lebih mahal dari harga 

aslinya.  

WIHARTONO merupakan pemilik TIGER HEAD untuk jenis 

barang senter dan dop senter dengan bukti sertifikat merek TIGER HEAD 

yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ub. 

Direktur merek tanggal 02 September 2001 dengan jangka waktu selama 

10 (sepuluh) tahun dan ciri-cirinya adalah tutup baterai tidak ada tulisan 
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Made In China, warna crom/bodi mengkilat, kotak pembungkusan kilap, 

mempunyai nomor register 4882.  

Sedangkan ciri-ciri barang merek TIGER HEAD yang palsu untuk 

jenis senter dan dop senter milik terdakwa yaitu tidak ada nomor register 

yang di dus, warna lebih pudar. Di bodi terdapat tulisan Made In China 

berwarna kabur.   

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, kiranya 

penting dan beralasan, untuk mengangkat topik ke dalam skripsi dengan judul, 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN MEREK 

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA: 

2035K/Pid.Sus/2010”  

1.2  Rumusan Masalah 

 Dalam karya ilmiah ini, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis 

adalah : 

1. Bagaimana perlindungan bagi pemilik merek di Indonesia terhadap 

tindakan pemalsuan mereknya? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor Perkara Nomor 2035K/Pid.Sus/2010? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana perlindungan bagi pemilik merek terhadap 

tindakan pemalsuan merek di Indonesia. 
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2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara 

Nomor 2035K/Pid.Sus/2010 terhadap pemalsuan merek. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam pengembangan secara teoritis dan secara praktis: 

       1.4.1. Secara teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian  lebih  

lanjut, setidaknya dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi 

dunia pendidikan yang ditinjau dari perkembangan ketentuan 

perundang-undangan nasional.   

  1.4.2. Secara praktis:  

Penilitian ini ditujukan untuk menyuarakan adanya keperluan untuk 

mengembangkan pengaturan tentang merek yang berlaku di indonesia 

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan pelanggaran merek. Karena dengan adanya ketidak 

jelasan dalam pengaturan merek di indonesia dapat menyebabkan cacat 

hukum dalam perlindungan merek. 

 

 

 

 

 




